
 
 

 

 
BUPATI PASANGKAYU 

PROVINSI SULAWESI BARAT  

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU 

NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  

NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MAMUJU UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PASANGKAYU, 

 
Menimbang : a.  bahwa ketentuan Pasal 2 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

menyebutkan bahwa Pejabat lain yang memiliki fungsi 

strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku harus melaporkan dan mengumumkan harta 

kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan 

terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

  b.  bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju 

Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pasangkayu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas  Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju 

Utara belum mengatur ketentuan  Pasal 2 Nomor 7 

SALINAN 



 
 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme sehingga perlu ditinjau Kembali dan 

dilakukan perubahan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf  dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2017 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas UNdang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 

  3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250);  

  4.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 



 
 

 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5661);  

  5.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  

  6.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  

  7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

  8.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

  9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 



 
 

 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi 

Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6175); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018  tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  14.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 



 
 

 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 572);  

  15.  Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 153) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu 

Tahun 2021 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU 

UTARA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA 

 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 20 

Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara 

(Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 

2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pasangkayu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah 

Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 11) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN 



 
 

 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terdiri 

dari: 

a. bupati pasangkayu; 

b. wakil bupati pasangkayu;  

c. pejabat struktural eselon II dan III; 

d. auditor; 

e. pengawas penyelenggara urusan pemerintahan 

Daerah (PPUPD); 

f. pejabat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)/Perusda; 

dan 

g. Bendahara pengeluaran masing-masing SKPD. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. 

Paraf Koordinasi  Ditetapkan di Pasangkayu 
pada tanggal 8 September 2022 

BUPATI PASANGKAYU, 

                 ttd. 

YAUMIL AMBO DJIWA 

No. Jabatan Paraf 

1.  Sekretaris Daerah  

2.  Asisten Administrasi Umum  

3.  Kepala PD Pengusul  

4.  Kabag Hukum   

5.  Analis Hukum Ahli Muda  

Diundangkan di Pasangkayu 
pada tanggal 8 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, 

    ttd. 

RAHMAT 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 21 

 


